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ABSTRAK 

Nama : M. Bahshofi Jaya. A 

Nim    : 02091001083 

Judul Skripsi : Sinkronisasi Draft Rancangan Undang-Undang Keamanan 

Nasional 16 Oktober 2012 Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 

Tentang Pertahanan Negara dalam Perspektif Kewenangan Presiden dalam 

Pengelolaan Pertahanan dan Keamanan Negara 

 

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki 

kewajiban dalam mengelola pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.Wewenang Presiden dalam mengelola pertahanan dan keamanan 

negaradiatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.Dengan alasan semakin 

beragamnya sumber ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan dan 

keamanan Indonesia, maka pada saat ini pemerintah sedang menyusun Draf 

Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.Pada Rancangan Undang-undang 

Keamanan nasional tersebut juga memuat bagaimana kewenangan kewenangan 

Presiden dalam mengelola keamanan negara.Dengan adanya pengaturan tentang 

kewenangan Presiden dalam kedua undang-undang ini, maka perlu dilakukan 

pengkajian bagaimana sinkronisasi antara kedua Undang-Undang ini sehingga 

dapat diketahui ada tidaknya tumpang tindih dalam penerapannya kelak. 

 

Kata Kunci :Presiden, kewenangan, pertahanan negara, keamanan nasional, 

sinkronisasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Reformasi pada bidang pertahanan negara bermula dari Ketetapan MPR 

Nomor VI Tahun 2000, prihal Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi 

Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 Tentang Peran 

Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu 

wujudnya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang 

Pertahanan Negara menggantikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan 

Keamanan Negara yang sudah dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan reformasi. 

Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 mengatur penataan negara 

ke depan untuk mendukung kepentingan nasional sesuai cita-cita reformasi serta 

untuk tujuan nasional. Secara substansial Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 

mengatur tentang peran, wewenang, dan tanggung jawab Presiden, wewenang dan 

tanggung jawab Menteri Pertahanan, serta peran dan tugas Tentara Nasional 

Indonesia, wewenang dan tanggung jawab Panglima TNI, nilai-nilai demokratis, 

HAM, perlindungan lingkungan hidup, peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

pertahanan negara, hak serta kewajiban warga negara dalam pembelaan negara.
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Seiring berjalanya waktu, globalisasi yang membawa nilai-nilai demokrasi 

dan hak asasi manusia telah membangkitkan kesadaran universal untuk 

menyelamatkan umat manusia dari ancaman perang antar negara, perang saudara, 

konflik komunal, serta berbagai ancaman fisik maupun non fisik lainnya yang 

membahayakan hidup dan kehidupan umat manusia.
1
Keselamatan umat manusia 

telah menjadi isu penting yang diperjuangkan oleh negara-negara diseluruh dunia. 

Keamanan tidak lagi hanya berpusat pada keamanan negara untuk menghadapi 

ancaman tradisonal yang mengandalkan kekuatan militer semata, akan tetapi juga 

ditujukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan umat manusia dari situasi dan 

kondisi ketidakamanan yang disebabkan oleh faktor-faktor nonmiliter baik yang 

berasal dari luar maupun dalam negeri.
2
Pada saat ini situasi dan kondisi 

ketidakamanan lebih banyak disebabkan oleh ancaman-ancaman nontradisional yang 

disebabkan tidak mampunya atau kegagalan negara maupun dunia internasional 

dalam mengelola aspek-aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan. 

Sejak semangat demokrasi mulai berkembang, negara-negara didunia yang 

semula menganut sistem totaliter ataupun otoriter kini mengadopsi sistem 

demokrasidan melakukan reformasi sektor keamanan. Sektor keamanan tidak hanya 

                                                             
1
Bantarto Bandoro, Perspektif Baru Keamanan Nasional, Kanisius, Yogyakarta, 2005.  hlm 1 

2
Ibid. hlm 2 
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3 
 

dipandang sebagai militer semata, akan tetapi telah menjadi berbagai sektor.
3
  Sektor 

keamanan

                                                             
3
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Indonesia –Studi tentang Interaksi Politik dan 

Kehidupan Ketatanegaraan,  Aneka Cipta, Jakarta, 2003. hlm 2 
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hanya bertujuan untuk mengamankan negara saja, akan tetapi juga mengamankan 

keselamatan warga negara dan umat manusia. Oleh sebab itu konsep keamanan lebih 

dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan, keamanan 

dalam negeri, keamanan orang banyak, dan keamanan individu.
4
 

Reformasi sektor keamanan yang telah dilakukan Indonesia sejak memasuki 

era reformasi, akan tetapi masih timbul berbagai permasalahan yang terkait dengan 

konsep dan sistem keamanan nasional. Permasalah tersebut terlihat dalam berbagai 

hal, diantaranya seperti perdebatan mengenai pengartian tentang keamanan nasional, 

dan keamanan negara; perdebatan mengenai fungsi keamanan dengan fungsi 

pertahanan; regulasi yang belum lengkap dan belum tersinkronisasi; dan status 

kementerian dan lembaga yang terkait dengan fungsi keamanan dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia.
5
Segala permasalahan tersebut telah mengakibatkan 

munculnya polemik yang berkepanjangan.Munculnya polemik tersebut menandakan 

bahwa semua pihak sangat berkepentingan dan memberikan perhatian yang sunguh-

sungguh terhadap sektor keamanan. Namun di sisi lain, polemik yang seperti ini tidak 

bisa dibiarkan begitu saja karena akan sangat mempengaruhi efektifitas 

operasionalisasi sektor keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. 

                                                             
4
Bantarto Bandoro Perspektif Baru Keamanan Nasional., Op cit, hlm 3 

5
R.M. Sunardi, Pembinaan Ketahanan Bangsa : Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara 

Kesatuan RI, PT Kuaternita Adidarma, Jakarta. 2004, hlm 3 
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Tidak akan terjamin masa depan keamanan negara bangsa ketika konsep keamanan 

nasional masih saja harus terus berkutat pada permasalahan  tersebut.
6
 

Perdagangan bebas yang sedang berlangsung di belahan dunia telah 

mempertajam persaingan antar bangsa dalam mempertahankan kepentingan 

ekonominya.
7
Kemudian persaingan antar negara-negara maju dalam bidang ekonomi 

telah memicu penguasaan sumber-sumber ekonomi, sumber energi, dan sumber-

sumber daya alam lainnya.Kondisi seperti ini telah menimbulkan keresahan internal 

khususnya akibat praktek perdagangan bebas negara antar kawasan, dan 

menimbulkan ketegangan hubungan dan pertikaian kepentingan antar negara. Negara-

negara yang tergolong  lemah dalam sistem keamanan nasionalnya sudah barang 

tentu akan menanggung resiko yang lebih besar. 

Dengan adanya berbagai fenomena tersebut, maka perlu untuk menyusun 

konsep keamanan nasional bagi Indonesia.terdapat enam pokok pikiran yang menjadi 

dasar perlunya konsep keamanan nasional:
8
 

1. Menempatkan keamanan nasional Indonesia sebagai konsep keamanan bangsa 

Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional berdasarkan filosofi 

Pancasila dan amanat Pembukaan UUD RI 1945 untuk mempertahankan 

                                                             
6
Moh.Mahfud ,Demokrasi  dan Konstitusi Indonesia –Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan 

Ketatanegaraan, Op Cit,. hlm 5 

7
Bantarto Bandoro .Perspektif Baru Keamanan Nasional, Op cit, hlm 7 

8
Ibid, hlm 4 
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eksistensi negara bangsa serta jati dirinya di tengah dinamika dan perubahan 

zaman.  

2. Memperkenalkan konsep keamanan nasional bagi bangsa Indonesia yang 

berdasarkan pertimbangan  teoritis, empiris  dan tuntutan perkembangan  

zaman, sehingga tidak melupakan kegagalan dan keberhasilan masa lalu, dan 

mengakomodasi segala kepentingan dalam masyarakat, perbedaan 

pemahaman dan pengertian tentang keamanan, dan tentu saja merespon 

perkembangan zaman. Diharapkan ada persamaan persepsi tentang keamanan 

nasional. Persamaan persepsi mengenai keamanan nasional merupakan bagian 

yang amat penting sehingga tidak ada lagi polemik berkepanjangan yang 

dapat mengganggu efektifitas implementasi dan operasionalisasi fungsi 

keamanan.
9
 

3. Menempatkan konsep keamanan nasional bangsa Indonesia sebagai 

kesepakatan bersama antara pemikiran dan pandangan  ilmuwan, praktisi, 

birokrat, politisi, militer dan masyarakat sipil namun tetap dengan merujuk 

kepentingan nasional dalam kerangka menyelamatkan bangsa dan negara 

dengan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi, serta 

akuntabilitas,

                                                             
9
Soeprapto, Pancasila Jatidiri Bangsa Indonesia, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan 

Bernegara (LPPKB), Jakarta. 2009. hlm 4 



6 
 

 

4. Mengantisipasi dinamika eksternal baik pada tingkat regional maupun global 

terkait paradigma keamanan. Disadari bahwa konsep keamanan pada era 

globalisasi dipengaruhi oleh perkembangan kesadaran atas pentingnya 

demokrasi dan HAM bagi perdamaian dan keselamatan umat manusia di 

dunia. Semua itu mengakibatkan pergeseran paradigma konsep keamanan 

nasional. Konsep keamanan nasional yang awalnya hanya berorientasi pada 

berpusat keamanan negara kini bergeser dan semakin meluas sehingga 

orientasinya mencakup keamanan berpusat pada negara dan keamanan 

berpusat pada semua orang.  

5. Merespon kompleksitas dan interrelasi antar berbagai bentuk dan jenis 

ancaman, baik yang ancaman tradisional atau nontradisional. Ancaman 

tradisional telah berubah skala dan kualitasnya, kemudian ancaman 

nontradisional semakin beragam, antara lain dalam berbagai bentuk gerakan 

separatis, terorisme, kejahatan etnis, rasisme, kemiskinan yang terus 

berlangsung, perdagangan manusia, perubahan iklim dan masalah kesehatan, 

keruntuhan ekonomi dan krisis keuangan. Upaya mengatasi berbagai ancaman 

tersebut memerlukan dimensi transnasional dan bergerak diluar pandangan 

atau konsep keamanan tradisional yang berfokus hanya pada ancaman militer 

saja. Oleh sebab itu diperlukankan konsep keamanan komprehensif yang 

mendayagunakan seluas mungkin peluang untuk menanggulangi ancaman 

dengan cara yang terpadu.  
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6. Sinergitas peraturan perundangan terkait keamanan yang saat ini ”berserakan” 

dan sektoral sesuai tugas serta fungsi kementerian dan lembaga negara 

lainnya. Sinergitas memerlukan satu kesamaan pemahaman tentang konsep 

keamanan nasional. Kesamaan pemahaman konsep keamanan nasional 

kemudian akan sangat menolong dalam merumuskan substansi Kemanan 

Nasional, bahkan akan menjadi bahan masukan bagi Rancangan Undang-

Undang Keamanan Nasional sebagai payung hukum yang mengatur seluruh 

unsur yang terlibat dalam kemanan nasional, seperti fungsi kementerian dan 

lembaga-lembaga negara, peran nonlembaga negara, fungsi lintas sektoral, 

dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keamanan nasional sebagai 

suatu tanggung jawab kolektif. 

Berdasarkan latar belakang 6 (enam) pokok-pokok pikiran tersebut di atas, 

maka disusun sebagai sumbangan pemikiran tentang konsep dan sistem keamanan 

nasional yang tepat bagi bangsa dan negara Indonesia. Hal itu dilakukan karena sejak 

beberapa tahun terakhir, khususnya sejak Indonesia memasuki era reformasi pada 

tahun 1998 hingga saat ini  sistem dan konsep keamanan nasional menjadi diskusi 

publik yang sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Akibat dari perdebatan 

tersebut maka belum ada konsep yang disepakati sebagai acuan untuk diterjemahkan 

menjadi sistem keamanan nasional dalam berbagai bentuk regulasi atau instrumen 

pengatur yang lebih konkrit. 
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Bagi bangsa Indonesia, sistem dan konsep Keamanan Nasional itu sendiri 

harus senantiasa didasarkan pada Pancasila, baik sebagai falsafah hidup bangsa 

maupun sebagai sumber segala sumber hukum nasional, dan amanat keamanan yang 

tertuang di dalam Pembukaan UUD RI 1945, dengan tetap memperhatikan dinamika 

perkembangan lingkungan strategis sehingga akan mampu menjawab setiap tuntutan 

zaman.
10

 

Pembangunan pertahanan dan keamanan nasional merupakan bagian integral 

dari pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan 

ketahanan nasional dan selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih 

mendorong lagi pembangunan nasional. 

Pembangunan pertahanan dan keamanan nasional didasarkan pada 

pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian, tetapi terlebih 

lagi mencintai kemerdekaan dan kedaulatannya.Hanya dalam suasana 

kehidupan dunia yang damai dan dalam suasana negara yang merdeka dan 

berdaulat itu, memungkinkan bangsa Indonesia untuk meningkatkan 

kesejahteraannya melalui usaha pembangunan. 

Upaya pertahanan dan keamanan nasional haruslah menjamin tercegahnya atau 

teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dapat mengganggu jalannya 

pembangunan nasional. Hal-hal yang langsung dapat mengganggu jalannya 

                                                             
10

Indria Samego, Sistem Pertahanan Keamanan Negara : Analisis Potensi Dan Problem, The Habibie 

Center, Jakarta, 2009. hlm 4 
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pembangunan nasional, adalah gangguan keamanan dalam negeri dan ancaman 

terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan integritas Republik Indonesia, sedangkan 

hal-hal yang bersifat tidak langsung adalah keamanan dunia umumnya dan 

keamanan di kawasan Asia Tenggara  khususnya. 

Bangsa Indonesia menyadari bahwa kelangsungan hidup Bangsa dan Negara 

ditentukan oleh keberhasilan pembangunan nasionalnya, Ancaman serta gangguan 

oleh lawan dari dalam maupun luar negeri tersebut merupakan hal yang tidak dapat 

begitu saja diserahkan kepada nasib, atau hanya dipercayakan kepada kekuatan-

kekuatan lain di dunia. Oleh sebab itu upaya dan cara penyelenggaraan pertahanan 

dan keamanan nasional ditentukan dalam kebijaksanaan Pertahanan Keamanan 

Nasional.
11

 

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan 

bangsa dan negara.Hal ini adalah dasar dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat 

semesta.Pelaksanaannya harus diatur dengan memenuhi keadilan dan pemerataan 

dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan nasional.Pada sistem pertahanan 

dan keamanan rakyat semesta yang tumbuh dari rakyat serta bersama dalam 

                                                             
11

http://budisusilosoepandji.wordpress.com/category/ketahanan-nasional/ Diaskes pada tanggal 21 

april 2013. pukul 20.00 WIB 

http://budisusilosoepandji.wordpress.com/category/ketahanan-nasional/
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kemanunggalan dengan rakyat menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa, 

merupakan inti dalam sistem tersebut.
12

 

Pertahanan dan keamanan nasional yang disusun berdasarkan sistem 

Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta akan mampu mensukseskan perjuangan-

perjuangan nasional pada umumnya, pembangunan-pembangunan nasional pada 

khususnya dan mengamankannya dari berbagai ancaman, sehingga usaha bangsa 

dalam mencapai tujuan nasional dapat berlangsung dalam suasana, aman, damai, 

tenteram, tertib dan dinamis. 
13

 

Pembinaan pertahanan dan keamanan nasional bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan pertahanan dan keamanan, yang meliputi kemampuan kekuatan di darat, 

di laut, di udara, penertiban dan penyelamatan masyarakat, sehingga mampu 

melaksanakan tugas-tugas pertahanan dan keamanan nasional sesuai dengan 

keperluan dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia. 

Strategi nasional bangsa Indonesia yang mengutamakan pembangunan 

nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, adalah kepentingan nasional yang 

paling utama.Oleh karena itu segenap upaya nasional, baik ke dalam dan ke luar 

harus saling menunjang suksesnya pembangunan nasional. Oleh sebab  itu, upaya 

pertahanan serta keamanan nasional memiliki kewajiban untuk mendukung usaha 

                                                             
12

http://masbaneg.blogspot.com/2010/03/keamanan-nasional-dalam-aspek-moral.html. diaskes pada 

tanggal 21 april 2013, pukul 20.16 WIB 

13
Bappenas, Pertahanan Negara, Studi Perumusan Dan strategi Raya Keamanan Nasional, Jakarta, 

2008. hlm 5 

http://masbaneg.blogspot.com/2010/03/keamanan-nasional-dalam-aspek-moral.html
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pembangunan itu dengan menjamin terpeliharanya suasana dan kondisi masyarakat 

yang  aman, damai, tenteram, tertib dan dinamis.
14

 

Kondisi fisik bumi Indonesia serta letak geografisnya mengandung faktor-

faktor penentu strategis yang relatif permanen.Memiliki garis-garis pantai yang cukup 

panjang, laut teritorial beserta selat-selatnya, serta wilayah udaranya yang merupakan 

jalur pelayaran dan penerbangan internasional.Wilayah-wilayah perbatasan yang 

belum berkembang, menimbulkan suatu pola permasalahan tersendiri.Perkembangan 

sosial ekonomi, budaya dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi pada daerah-

daerah tertentu, menimbulkan pula permasalahan yang relatif 

permanen.
15

Kesemuanya memerlukan perhatian dari segi pertahanan dan keamanan 

nasional. 

Sebagai suatu bangsa yang berada dalam lingkungan dunia yang luas, maka 

perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat 

mengakibatkan kepentingan bangsa Indonesia dihadapkan kepada kepentingan 

bangsa lain. Dalam keadaan seperti demikian, bangsa Indonesia yang cinta damai 

mengutamakan penyelesaian masalah melalui perundingan dan diplomasi. Namun 

dengan tidak adanya jaminan bahwa bangsa lain tidak akan menggunakan perang 

sebagai cara penyelesaian, maka bangsa Indonesia  juga harus  menjalankan  upaya  

                                                             
14

Ibid. hm 6 

15
Departemen Pertahanan RI,  Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad XXI, Dephan, Jakarta, 

2003. hlm 9 
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untuk membela dirinya terhadap berbagai bentuk perang yang mungkin dilancarkan 

terhadapnya oleh bangsa lain.
16

 

Dalam pengkajian masalah pertahanan dan keamanan nasional diketemukan 

banyak ketidakpastian. Ketidak pastian masa depan menuntut tersedianya jaminan 

dalam berbagai bentuk. Pertama, berkembangnya keadaan yang dapat melahirkan 

ancaman harus dapat segera diketahui.Suatu kemampuan intelijen harus dimiliki agar 

dapat mewujudkan jaminan tersedianya waktu peringatan yang maksimal.Kedua, 

persiapan pertahanan dan keamanan nasional tidak dapat ditunda sampai munculnya 

suatu ancaman yang pasti.Perkembangan-perkembangan yang mendadak menuntut 

tersedianya kekuatan yang cukup siap jika diperlukan dalam waktu yang singkat 

masih dapat diperbesar lagi dengan mengaktifkan kekuatan cadangan.Ketiga, 

berbagai macam peristiwa dalam berbagai bentuk dapat timbul kemudian. Pengkajian 

yang harus senantiasa dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, 

namun dapat merupakan bentuk peristiwa yang dapat saja timbul di masa depan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka pemerintah berinisiatif 

untuk membentuk peraturan perudang-undangan yang lebih konkrit dalam mengatur 

masalah ancaman keamanan negara.Inisiatif pemerintah itu adalah dengan 

membentuk Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang nantinya 

diharapkan bisa mengatasi permasalah-permasalah yang menyangkut keamanan 

nasional. 

                                                             
16

Pusat Pengkajian Strategi Nasional, Op Cit, hlm 14 
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Dalam Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 

2012memuat wewenang Presiden dalam pengelolaan pertahan dan keamanan negara. 

Wewenang Presiden tersebut meliputi tanggung jawab Presiden dalam pengelolaan 

keamanan nasional, pelaksanaan keamanan nasional, tugas pembantuan internasional, 

penanggulangan ancaman pada status hukum keadaan tertib sipil, penanggulangan 

ancaman pada status hukum keadaan darurat sipil, penanggulangan ancaman pada 

status hukum keadaan darurat militer, penanggulangan ancaman pada status hukum 

keadaan perang, penaggulanagn keadaan bencana, serta kewenangan komando dan 

kendali.  

Kewenangan Presiden dalam pengelolaan pertahanan negara lebih dahulu 

terdapat pada Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. 

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Presiden memiliki wewenang dalam 

masalah pengelolaan pertahanan dan keamanan negara, hal itu diatur dalam bab 4 

tentang sistem pengelolaan negara yakni mulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 18. 

Dalam pengelolaan pertahanan tersebut Presiden memilik tanggung jawab dan 

wewenang dalam sistem pertahanan negara, pengerahan kekuatan TNI, pengaturan 

Dewan Pertahanan Nasional, dan pengangkatan Panglima TNI. Oleh karena 

Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Undang-Undang Pertahanan ini 

materi muatannya sama-sama mengatur kewenangan Presiden dalam pengelolaan 

pertahanan dan keamanan negara, maka akan mucul potensi untuk terjadinya 
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tumpang tindih dan tidak singkronisasi antar keduanya yang nantinya akan berakibat 

terjadinya ketidakpastian hukum. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam analisa, maka dengan segala 

pertimbangan dan tujuan yang akan di capai yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini adalah: 

Bagaimana Sinkronisasi antara Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan 

Nasional 16 Oktober 2012 dengan Undang-Undang Pertahanan Nasional, dalam 

Perspektif Kewenangan Presiden Dalam Pengelolaan Pertahanan dan Keamanan 

Negara? 

C. Tujuan  Penulisan 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji, apakah dapat terjadi 

sinkronisasi mengenai kewengangan Presiden dalam pengelolaan pertahanan dan 

keamanan negara antara Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 

Oktober 2012dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan 

Negara, atau hanya akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam penerapan 

Undang-Undang tersebut.  
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D. Kerangka Konseptual 

Menurut Gustav Radbruch seorang filosof hukum dan seorang legal scholar 

dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar 

hukum.Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar 

diidentikkan juga sebagai tujuan hukum Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah 

nilai kepastian, keadilan, serta kemanfaatan. 

Nilai kepastian terdiri dari kepastian dalam hukum dan kepastian oleh 

hukum.Kepastian dalam hukum tidak boleh adanya pertentangan, tidak ambigu, dan 

tidak boleh multi tafsir.Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus 

berdasarkan pada dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.Hal ini 

bertujuan untuk memberikan perangkat-perangkat tertentu agar produk hukum yang 

telah dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, jelas, tegas, serta tidak 

ambigu. Bila suatu produk hukum tidak berdasarkan asas-asas peraturan perundang-

undangan, maka akan membuat produk hukum tersebut memiliki kekuatan hukum 

yang lemah bahkan keabsahannya dapat dibatalkan. Asas-asas dalam peraturan 

perundang-undangan meliputi:
17

 

1. Kejelasan tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai . 

                                                             
17

http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2200530-asas-asas-dan-dasar-

dasar/#ixzz1ooUVu500. Diakses pada 23 juli 2013, pukul 19.00 WIB 

http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2200530-asas-asas-dan-dasar-dasar/#ixzz1ooUVu500
http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2200530-asas-asas-dan-dasar-dasar/#ixzz1ooUVu500
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2. Kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat. Setiap peraturan 

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau kantor pembentuk 

peraturan perundang-undangan yang berwenang, bila tidak maka peraturan 

perundang-undangan dapat dibatalkan demi hukum . 

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Pembentukan suatu peraturan 

perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan ketepatan atau 

kesesuaian antara materi muatan dan jenis peraturan perundang-undangannya; 

4. Dapat dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan 

efektifitasnya terhadap masyarakat baik secara filosofis , yuridis , dan 

sosiologis . 

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan dibuat 

karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara . 

6. Kejelasan rumusan. Peraturan perundang-undang harus memenuhi persyaratan 

teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,sistematika, terminologi, 

serta memiliki bahasa hukum yang jelas dan tidak multitafsir sehingga tidak 

menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya . 

7. Keterbukaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari 

perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat 

transparan dan terbuka kepada publik . 
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Kemudian  wujud nyata dari tidak adanya pertentangan adalah dengan adanya 

sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan. Sinkronosasi antar peraturan 

perundang-undangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sinkronisasi vertikal dan 

sinkrosasi horizontal. 

Sinkronisasi vertikal adalah sinkronisasi yang terjadi antara satu peraturan 

perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara heararki  

lebih tinggi. Misalkan peraturan pemerintah bersinkronisasi dengan Undang-Undang. 

Asas yang digunakan adalah asas lex superior derogate lex imperior. Sedangkan 

sinkronisasi horizontal adalah sinkronisasi yang terjadi antar peraturan perundang-

undangan yang secara hierarki setingkat. Asas yang digunakan adalah asas lex 

specialis derogate lex generalis. 

Berbicara mengenai nilai keadilan , kita harus mengerti apa arti dari kata adil 

itu sendiri. Istilah keadilan diperkenalkan pertama kali oleh Ariestoteles yang 

membagi keadilan itu menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan 

komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang 

sesuai dengan jatahnya, sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan yang 

memberikan jatah kepada setiap sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa 

perseorangan.
18
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Muchsin.Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Jakarta, 2006 hlm 12 
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Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang sangat luas, 

bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai 

sosial. Berbicara masalah keadilan berarti masuk dalam wilayah tataran filosofis yang 

perlu diperenungi secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam, bahkan 

Kalsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada 

pengetahuan perihal sesuatu yang baik.
19

  Pengetahuan akan hal yang baik secara 

fundamental merupakan persoalan diluar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan 

kebijaksanaan.
20

 

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan 

bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukum dilaksanakan dan ditegakkan 

timbul keresahan pada masyarakat.Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi 

hukum memang harus sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.Isi hukum 

berkaitan langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum merupakan 

perwujudan keadilan tersebut.Tujuan keadilan adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu 

memajukan kebaikan dalam hidup manusia. 

Hukum juga bersifat mengatur dan memaksa.Mengatur dimaksudkan agar 

tercapainya ketertiban masyarakat.Kemanfaatan juga dapat juga bagi para pihak atau 

yang telah melanggar norma-norma dasar seperti tindakan kejahatan yang melanggar 

                                                             
19

 W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, PT. Rajawali Press, Jakarta, 1990. hlm 118 

20
Maryanto, “Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Perkembangan Ilmu Hukum”, 

Jurnal Hukum. Fakultas hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Vol.3 (1) Tahun 2003, hlm 52-54 
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kesusilaan dan lainnya.Sanksi hukum memang memberikan penderitaan tapi 

berakibat perbaikan pada orang yang mendapat hukuman tersebut. 

Faktanya ketiga unsur tujuan hukum tersebut sering memunculkan masalah, 

karena tidak jarang antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, antara 

kepastian hukum dengan kemanfaatan, serta antara keadilan dengan kepastian 

hukum.Hukum menjalankan fungsi sebagai sarana konservasi kepentingan manusia 

dalam masyarakat.Tujuan hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai yang 

membagi hak dan kewajiban antara setiap individu pada masyarakat. Hukum juga 

memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta 

memelihara kepastian hukum. 

 Berbicara tentang Keamanan Nasional tentu nya harus dilandasi mengenai 

konsep jelas dan aktual tentang Keamanan itu sendiri.Hal ini perlu disadari bahwa 

Presiden memiliki kewenangan yang besar dalam pengelolaan pertahanan dan 

keamanan negara. Menurut penulis patut di cari tahu bagaimana perwujudan 

kepastian hukum dari Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 

Oktober 2012dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara 

dalam hal kewenangan Presiden dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara. 
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E. Metode Penulisan 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian berikut ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal 

(doctrinal research) atau yang lazim disebut dengan studi dogmatik. Dimana dalam 

penelitian ini meliputi penelitian berupa: Inventarisasi hukum positif, penemuan asas-

asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan penemuan hukum (in 

concreto) yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. 

Sehingga dalam penelitian hukum ini dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau 

doktrin hukum positif yang berlaku.
21

  Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-

penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang 

dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Di Indonesia, metode 

doktrinal terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, 

untuk membedakan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang 

di dalam literatur internasional disebut penelitian non doktrinal). Dengan demikian, 

jelas bahwa penelitian hukum empirik mengejar pengetahuan dan teori baru dari 

dunia aktual, sedangkan penelitian doktrinal terhadap hukum. 

2. Bahan  Penelitian Hukum 

 Bahan hukum primer: 

                                                             
21

 Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian Hukum Sebuah Tipologi, dalam Bambang Sunggono, Metode 

Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2006, hlm. 86. 
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Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional hasil 16 Oktober tahun 2012 

dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. 

 Bahan Hukum Sekunder: 

Berbagai literatur kepustakaan yang terkait dan berkesinambungan, artikel, media 

massa. 

 Bahan Hukum Tersier: 

Kamus Hukum, ensiklopedia, sumber – sumber lain yang diambil dari internet. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik 

pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan mengumpulkan bahan – bahan yang sudah 

terbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.
22

 

4. Teknik dan Metode Analisis Bahan Hukum 

Jenis dan pendekatan penelitian menggunakan jenis penelitian normatifdengan 

pendekatan perundang-undangan (statuta approach)
23

 dilakukan dengan mengkaji 

serta menganalisis kepastian hukum mengenai Rancangan Undang-Undang 

Keamanan Nasional dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan 

Negara.Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach)
24

, 

                                                             
22

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004. hlm  37–46 

23
Johny Ibrahim.Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing, Malang, 2007. 

hlm 76  

24
Ibid, hlm 310 
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yaitu dengan menganalisis aturan perundang-undangan secara konseptual, terutama 

mengenai kewenangan Presiden dam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara. 
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